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Kehidupan beragama dan bernegara merupakan dua sisi yang tidak 

terpisahkan, kedua-duanya sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang berkualitas dan baik meskipun dengan cara yang 

berbeda. Penulis mengangkat isu ini untuk menggali pandangan dan 

pemikiran para tokoh agama dan tokoh politik sehingga mendapatkan 

informasi dari setiap narasumber dan merangkumnya menjadi pemikiran 

untuk disumbangkan bagi pembaca sebagai wawasan dan pertimbangan akan 

kehidupan beragama dan bernegara. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya pada penerbit Widina Bandung yang telah bersedia menjadi mitra 

penulis dalam menerbitkan tulisan ini. Terimakasih buat istri dan ketiga 

anakku tercinta yang selalu setia mendukung dalam penulisan buku ini. 

Terimakasih juga buat semua tokoh agama dan tokoh politik di provinsi Riau 

yang telah meluangkan waktu penulis wawancarai dalam menemukan 

berbagai informasi untuk tulisan ini, terkhusus buat sahabat saya Dr. Ir. Kudus 

Kurniawan Siahaan, S.Si, M.A yang banyak memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam tulisan ini. Terimakasih juga buat sahabat saya Samuel 

Siringo-ringo yang banyak membantu saya dalam pengeditan dan penerbitan 

buku ini. Terimakasih untuk seluruh pihak yang sudah terlibat dalam 

penulisan buku ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Tuhan kiranya 

memberkati kita semua. 

Tentunya tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis 

sangat terbuka menerima saran maupun kritik demi menambah pengetahuan 

maupun pemikiran bagi perkembangan penulisan buku ini. Dan tentunya 

harapan penulis, tulisan yang dilengkapi saran dan kritik akan semakin 

menolong kita dalam menyikapi kehidupan beragama dan bernegara demi 

tujuan yang lebih baik bersama-sama. 

 

Mei, 2024 

Belman Manurung, M.Ag 
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Saya memberi apresiasi kepada Sdr. Belman Manurung yang telah 

mengangkat perbedaan pandangan dari tokoh-tokoh gereja di Provinsi Riau 

tentang dunia Politik ke dalam bentuk tulisan yang diberi judul “Dinamika 
Gereja dan Politik di Provinsi Riau “ 

Buku ini sangat baik untuk memberi pencerahan kepada warga gereja 

secara khusus dan warga masyarakat secara umum tentang posisi gereja 

dalam dunia politik. Memahami peran gereja dalam politik sangat 

menentukan cara pandang warga gereja, pemimpin gereja, tokoh-tokoh 

Kristen bahkan tokoh-tokoh masyarakat. 

Adapun peran gereja dalam politik meliputi: 

• Mendukung reformasi kebangsaan kearah yang lebih baik. 

• Menghargai Pancasila, konstitusi dan lembaga pemerintah. 

• Meningkatkan pelayanan sosial. 

• Meningkatkan pelayanan pendamaian. 

• Turut serta meningkatkan mutu Pendidikan nasional. 

• Turut serta meningkatkan stabilitas nasional. 

• Bersatu sebagai teladan bagi persatuan nasional. 

• Turut serta meningkatkan demokratisasi. 

 

Berlandaskan dari pemahaman peran gereja dalam politik dapat ditarik 

benang merahnya adalah bagaimana sikap dan peran orang-orang percaya 

(Kristen) dalam sebuah kumpulan terhadap kebijakan atau tindakan 

seseorang atau sekumpulan orang yang mempunyai hak atau wewenang 

dalam pemerintahan dan terhadap pemerintah sendiri maupun hubungan 

dengan luar negeri. 

 

Gereja Seharusnya Tidak Berpolitik 

Gereja secara organisasi atau kumpulan dari organ-organ (orang-orang 

yang dipanggil keluar) seharusnya tidak berpolitik, dalam arti gereja tidak 

mendirikan partai atau menetapkan suatu partai tertentu sebagai partainya 

secara organisasi. Gereja seharusnya tidak berpolitik sebab ketika Yesus 
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ditanya oleh murid-murid-Nya, “Tuhan, maukah Engkau pada masa ini 

memulihkan kerajaan bagi Israel?” (Kisah Para Rasul 1:6). Pertanyaan ini 
dapat dikatakan mengandung unsur politik, sebab pada waktu itu sudah lama 

Israel berada dibawah jajahan Romawi. Yesus menjawab,” Engkau tidak perlu 
mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-

Nya” (Kisah Para Rasul 1:7) Ada suatu tugas yang diberikan dari Tuhan yang 
lebih penting daripada berpolitik yakni tugas menjadi saksi (membawa kabar 

baik) kepada sesama. Secara umum gereja mempunyai tiga tugas utama yakni 

koinonia (persekutuan), diakonia (social), dan marturia (kesaksian). Namun 

demikian agar gereja mampu berperan dalam dunia politik, maka gereja 

harus mengajari umat-Nya prinsip-prinsip kehidupan politik yang baik 

berlandaskan Alkitabiah antara lain; kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, 

kasih, ketaatan (termasuk ketaatan kepada pemerintah, dan seterusnya. 

Saya merekomendasi agar buku ini dibaca oleh warga gereja, pemimpin 

gereja, tokoh-tokoh Kristen, bahkan masyarakat luas untuk memberikan 

pencerahan posisi gereja dalam politik. 

 

Tuhan Memberkati. 

 

Pekanbaru, 

 

 

 

Dr. Gede Widiada 

Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Gihon 
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1 
LATAR BELAKANG 

 
A. PENDAHULUAN 

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai Timur 

pulau Sumatera bagian tengah. Ibu kota dan kota terbesar di Riau adalah 

Pekanbaru. Penduduk di provinsi Riau berjumlah 6.861.237 jiwa dengan 

kepadatan penduduk 75 jiwa/km2. 1 Penduduk di provinsi Riau memiliki 

keragaman baik dari suku, budaya maupun agamanya, dan ini tercermin 

dalam masyarakat yang pluralistik dan kompleks. Namun, yang menjadikan 

segalanya semakin menarik adalah peran politik dalam membentuk dan 

memengaruhi aspek-aspek penting kehidupan di provinsi ini. Di tengah 

keragaman ini, politik menjadi tulang punggung dalam pembentukan arah 

dan karakter masyarakat Indonesia.  

Politik tidak sekadar merujuk pada proses pemilihan umum dan struktur 

pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan-kebijakan yang 

tercermin dalam peraturan dan tindakan pemerintah beradaptasi untuk 

mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. 

Oleh karena itu, pemahaman politik yang mendalam, inklusif, dan bijak 

adalah hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa keragaman ini 

bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kekuatan yang mampu 

menjembatani perbedaan dan mendorong kemajuan bersama dalam bingkai 

negara demokratis yang multikultural. 

Pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang aspek politik 

menjadi salah satu motivasi penulis untuk mengembangkan tulisan ini. 

Pemahaman yang terbatas terhadap politik berisiko menciptakan apatis dan 

bahkan penolakan terhadap keterlibatan dalam urusan politik. Namun, 

adalah penting untuk diingat bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan 

kemampuan berpikir dan analitis yang memungkinkan individu untuk 

 
1 Visualisasi Data Kependudukan – Kementrian Dalam Negeri 2023 



 

 

2 
HAKIKAT GEREJA 

 
A. TUGAS GEREJA SEBAGAI BAGIAN DARI NEGARA 

Sebagai bagian dari negara, setiap individu memiliki hak untuk memilih 

agama dan keyakinan yang sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada 

larangan dalam menentukan pilihan tersebut. Ini juga berlaku bagi warga 

gereja. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan yang dimiliki oleh 

warga negara dalam menentukan keyakinan mereka tidak boleh diartikan 

sebagai izin untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka tanpa 

pertimbangan. 

Dalam konteks kebebasan, terdapat elemen tanggung jawab yang 

mendampinginya. Ini berarti bahwa ketika seseorang menggunakan hak 

kebebasannya untuk memilih agama atau keyakinan tertentu, mereka juga 

harus mengemban tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka. 

Dengan kata lain, kebebasan berdampingan dengan kewajiban untuk 

bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Dalam 

demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan beragama, 

penting bagi individu-individu untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama 

mereka, tetapi juga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sosial mereka 

dengan cermat. Ini mencakup menghormati hak-hak orang lain untuk 

memiliki keyakinan yang berbeda dan berkontribusi pada kehidupan 

masyarakat dengan cara yang positif.  

Jadi, kebebasan dalam menentukan agama dan keyakinan adalah hak 

dasar yang perlu dijaga dan dihormati dalam masyarakat. Namun, kebebasan 

ini harus dijalankan secara bijaksana dan bertanggung jawab, tanpa 

melupakan kewajiban-kewajiban etis dan sosial yang melekat pada hak ini. 

Terlebih bagi warga gereja, dengan tanggung jawab yang menyertainya 

sesungguhnya tidak hanya menunjukkannya bagi Negara tetapi secara khusus 

adalah kepada Tuhan. Gereja diharapkan tidak hanya fokus kepada kegiatan 

dan pembangunan secara internal saja, tetapi justru harus mencerminkan apa 



 

 

3 
GEREJA SEBAGAI ORGANISASI 

 
Dalam proses perkembangannya sebagai sebuah entitas, gereja memiliki 

kebutuhan akan keterlibatan manusia, termasuk lembaga-lembaganya, dalam 

merancang dan melaksanakan program-program serta mencapai tujuan-

tujuannya. Penyelenggaraan gereja tidak dapat berjalan secara otomatis, 

tetapi harus diarahkan dan diorganisir oleh manusia melalui program-

program yang terstruktur dan terencana. Agar gereja dapat berfungsi dengan 

baik, organisasi gereja perlu memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. 

Ini mencakup keanggotaan, fasilitas fisik, hirarki atau struktur organisasi, 

pembagian tugas, teknik pengorganisasian, dan lingkungan yang mendukung. 

Selain itu, kepemimpinan yang kompeten juga diperlukan untuk membimbing 

dan mengawasi organisasi gereja. 

Pemimpin gereja memiliki peran yang penting dalam membantu gereja 

mencapai visi dan misinya. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan 

keputusan, pembimbingan rohani, dan pengelolaan sumber daya gereja. 

Pemimpin gereja juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin anggota 

gereja menuju pertumbuhan rohani dan pengembangan komunitas. Secara 

keseluruhan, gereja adalah entitas yang dijalankan oleh manusia dengan 

fokus pada tujuan rohani. Oleh karena itu, peran aktif manusia, organisasi 

yang baik, dan kepemimpinan yang berkualitas adalah komponen penting 

dalam pengelolaan dan perkembangan gereja sebagai sebuah lembaga. 

Individu yang berkumpul dalam sebuah gereja akan saling berinteraksi 

dan berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

memiliki suatu visi dan tujuan bersama yang jelas. Hal ini bertujuan agar 

setiap anggota gereja dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan bersama, 

yang pada dasarnya adalah membangun tubuh Kristus dan menyebarkan 

pesan kebaikan Allah kepada dunia. Gereja bukanlah sebuah entitas yang 

eksis untuk dirinya sendiri; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memberikan 

pengaruh positif bagi dunia di sekitarnya. Gereja harus aktif dalam berkiprah 



 

 

4 
HAKIKAT POLITIK 

 
Hakikat politik adalah pemahaman tentang sifat dasar dan esensi dari 

politik sebagai fenomena sosial dan aktivitas manusia dalam upaya mengatur 

dan mempengaruhi kehidupan masyarakat serta pengambilan keputusan di 

dalamnya. Politik melibatkan dinamika kekuasaan, proses pembuatan 

kebijakan, dan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu 

komunitas atau negara. Politik adalah power atau kekuasaan. Tetapi tidak 

semua kekuasaan adalah kekuasaan politik, kekuasaan politik pada 

hakikatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan publik. 

Hakikat politik mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang ada dalam 

aktivitas politik. Politik merupakan cara manusia untuk mengorganisasi diri, 

mengambil keputusan, dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. 

Selain itu, politik juga mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang menjadi 

landasan bagi tindakan politik individu dan kelompok. Dengan pemahaman 

yang mendalam tentang hakikat politik, masyarakat dapat lebih baik 

memahami peran politik dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi 

dalam proses politik dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab.  

 

A. PENGERTIAN POLITIK 

Kata "Politik" memiliki akar kata dari bahasa Yunani, yaitu "Politikos," 

yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang berkaitan 

dengan warga negara atau urusan publik. Hakikat politik mencakup sejumlah 

proses yang melibatkan pembentukan, pengaturan, dan pembagian 

kekuasaan di dalam masyarakat, termasuk dalam konteks pembuatan 

keputusan yang sangat relevan dalam ranah pemerintahan negara. 

Pengertian ini mencoba untuk menggabungkan berbagai definisi yang 

beragam tentang politik yang telah ada dalam ilmu politik. 



 

 

5 
SUMBANGAN POLITIK BAGI GEREJA 

 
Dalam pemikiran Plato dan Aristoteles, Negara dianggap sebagai entitas 

tertinggi yang berfungsi untuk mencapai berbagai tujuan dari semua 

kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. 40  Plato, khususnya, 

menggambarkan pandangan bahwa Negara seharusnya mencerminkan ideal 

manusia, sehingga harapannya adalah bahwa setiap Negara akan menjadi 

citra ideal dari warga-warganya. Keberagaman masyarakat di dalam suatu 

Negara, menurut pandangan ini, tidak seharusnya menjadi penghalang bagi 

Negara untuk mencapai kehidupan yang ideal bagi seluruh warganya. 

Pemikiran ini mencerminkan keyakinan bahwa Negara memiliki peran 

penting dalam membentuk dan mewujudkan tujuan-tujuan yang baik. Negara 

harus memiliki sistem politik yang mampu menghasilkan ide-ide dan gagasan-

gagasan yang dapat mengarah pada pencapaian kebaikan yang diperjuangkan. 

Dengan kata lain, Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung perkembangan masyarakat menuju kehidupan 

yang lebih baik. 

Dalam konteks ini, pemikiran Plato dan Aristoteles menggarisbawahi 

pentingnya hubungan antara Negara dan masyarakat serta peran Negara 

dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mencapai 

tujuan dan potensinya. Meskipun pandangan-pandangan ini berasal dari 

zaman kuno, gagasan tentang tanggung jawab Negara untuk menciptakan 

kehidupan yang lebih baik bagi warga-warganya tetap relevan dalam 

pembahasan politik dan sosial saat ini. 

Plato menganalogikan bahwa Negara yang baik menunjukkan bahwa 

masyarakat yang hidup di dalam Negara itu juga baik, dan oleh sebab itu 

masalah moralitas harus menjadi perhatian utama dalam kehidupan Negara. 

Dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam pemerintahan di suatu 

 
40 Jost Kokoh Prihatanto, MAP: Mimbar, Altar, dan Pasar, (Yogyakarta: Lamalera, 

2007), 363-364 



 

 

6 
VISI GEREJA BAGI POLITIK 

 
Tentunya, berbicara tentang hubungan antara gereja dan politik adalah 

topik yang kompleks dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada 

masa lalu, terutama dalam konteks pemahaman pietisme, banyak orang 

Kristen dan gereja mungkin merasa bahwa politik adalah sesuatu yang tidak 

relevan atau bahkan kontraproduktif bagi misi keagamaan mereka. 

Pemahaman ini, yang memisahkan dunia rohani dan dunia politik, mungkin 

didasarkan pada keyakinan bahwa perhatian utama orang Kristen haruslah 

terfokus pada keselamatan individu dan hubungan mereka dengan Tuhan. 

Dalam pandangan ini, dunia politik dianggap sebagai dunia yang kacau dan 

penuh dengan ambisi duniawi yang tidak pantas bagi orang Kristen yang 

seharusnya lebih mengarahkan perhatiannya ke hal-hal surga. 

Namun, pendekatan semacam ini mungkin memiliki dampak negatif, 

terutama dalam konteks sosial dan politik saat ini. Alih-alih mengecualikan 

diri dari politik, gereja dan orang Kristen seharusnya melihat peran politik 

sebagai bagian integral dari panggilan mereka untuk melayani sesama dan 

mempromosikan nilai-nilai Kerajaan Allah di dunia ini. Politik, dalam arti luas, 

adalah cara manusia mengatur dan mengelola masalah-masalah masyarakat 

dan negara. Oleh karena itu, itu adalah alat yang sangat penting untuk 

menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. 

Ketidakpartisipan gereja dalam politik dapat berdampak negatif pada 

kemampuannya untuk mempengaruhi dan membawa pengaruh positif dalam 

isu-isu sosial dan moral. 45 Sebaliknya, gereja dapat memainkan peran yang 

sangat penting dalam membentuk kebijakan yang adil, mengadvokasi 

keadilan sosial, dan mempromosikan nilai-nilai moral dalam tatanan politik. 

Ini juga berarti gereja perlu memahami peran politiknya dengan baik, 

 
45 Kustini dan Syaiful Arif, Kekristenan dan Nasionalisme di Kota Bogor, Jurnal 

Multikultural dan Multireligius: Harmoni, Vol. 15 No. 2, 2016, hal. 101 



 

 

7 
PEMIMPIN GEREJA DI PANGGUNG POLITIK 

 
Meskipun ada pandangan yang menganggap agama hanya sebagai alat 

atau elemen sekunder dalam politik, kenyataannya agama memiliki dampak 

yang besar dalam membentuk pertimbangan etika dan moral dalam suatu 

Negara. Agama Kristen, sebagai salah satu agama yang memiliki pengikut 

yang besar, juga berperan dalam konteks ini. Ketika gereja, sebagai 

perwakilan agama Kristen, menyadari peran pentingnya dalam politik di 

wilayahnya, gereja seharusnya bertanggung jawab untuk mengirimkan 

individu-individu yang kompeten dan berkualitas tinggi untuk terlibat dan 

memberikan kontribusi dalam dunia politik. 

Hal ini mencerminkan kesadaran gereja akan tanggung jawab sosial dan 

moralnya untuk memengaruhi arah kebijakan dan peraturan yang 

memengaruhi masyarakat di negara tersebut. Dengan mengutus orang-orang 

terbaiknya untuk terlibat dalam politik, gereja berperan aktif dalam mewarnai 

perjalanan politik dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan 

ajaran agama Kristen. 

Dengan demikian, keterlibatan gereja dalam politik adalah manifestasi 

dari kesadaran akan peran moral dan etika agama dalam membentuk tatanan 

masyarakat dan negara. Gereja memahami bahwa memiliki peran yang 

signifikan dalam politik adalah sebuah panggilan untuk memastikan bahwa 

nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih yang dianutnya juga tercermin dalam 

kebijakan dan tindakan pemerintah. 

Dalam jurnalnya yang membahas Teologi dan Etika Politik dalam Gereja 

pada Era Post-Modern, Alter Wowor memberikan pandangan penting 

mengenai hubungan antara manusia, politik, dan peran pemimpin dalam 

konteks ini. Wowor berpendapat bahwa pada hakikatnya, manusia adalah 

makhluk politik. 52 Hal ini berarti bahwa dinamika kehidupan manusia selalu 

 
52 Alter I Wowor, Teologi dan Etika Politik dalam Gereja di Zaman Post-Modern, 

Jurnal Teologia dan Pendidikan Kristen Kontekstual: BIA, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 112 
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PENDIDIKAN POLITIK DALAM GEREJA 

 
Salah satu aspek dalam pelayanan gereja yang belum banyak diterapkan 

oleh gereja-gereja di Indonesia adalah pendidikan politik bagi anggota jemaat 

dan para pemimpin gereja. Pendidikan politik ini seharusnya menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari pengembangan kepemimpinan gereja di berbagai 

tingkat, termasuk dalam berbagai kelompok pelayanan kategorial. Pendidikan 

politik pada dasarnya merupakan bagian dari proses sosialisasi politik yang 

diadakan sebagai upaya untuk memahamkan kewarganegaraan kepada 

individu-individu dalam masyarakat. 

Lebih jauh lagi, konsep sosialisasi politik melibatkan penyaluran 

pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan politik dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dalam masyarakat. Ini merupakan komponen penting dalam 

pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan politik suatu negara. 

Dalam konteks gereja, pendidikan politik tidak hanya sebatas 

memberikan pemahaman tentang isu-isu politik atau proses pemilihan umum, 

tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran 

agama. Pemahaman ini membantu anggota jemaat dan pemimpin gereja 

untuk menjalankan peran mereka dalam politik dengan integritas dan 

tanggung jawab. 

Pentingnya pendidikan politik dalam gereja adalah untuk 

memberdayakan anggota jemaat agar dapat berperan aktif dalam kehidupan 

politik negara dan masyarakat. Hal ini juga dapat menghasilkan pemimpin 

gereja yang lebih baik, yang mampu memberikan panduan moral dalam 

konteks politik yang kompleks. Dengan memberikan pendidikan politik yang 

baik, gereja dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan 

berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang memiliki visi yang benar 

dan tulus dalam melayani masyarakat. 
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SIKAP DAN PANDANGAN GEREJA  

TERHADAP POLITIK DI RIAU 

 
A. GEREJA TIDAK BERPOLITIK TETAPI GEREJA MENGIKUTI ARUS 

POLITIK 

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih rinci dan mendalam 

tentang sikap dan pandangan gereja terhadap politik di Provinsi Riau, penulis 

melakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah tokoh gereja, tokoh 

politik yang berpengaruh. Hasil dari interaksi ini mengungkapkan berbagai 

perspektif dan sudut pandang yang mencerahkan tentang bagaimana gereja 

melihat perannya dalam politik. 

Salah satu temuan utama dari wawancara adalah bahwa ada konsensus 

yang meluas di kalangan para tokoh gereja bahwa gereja seharusnya tidak 

terlalu terlibat dalam politik praktis, seperti berpolitik partai atau mendukung 

kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Sebaliknya, gereja dianggap 

memiliki tanggung jawab untuk tetap netral dan memainkan peran sebagai 

penasihat moral bagi masyarakat dan pemimpin politik. Dalam konteks ini, 

gereja diharapkan untuk mempromosikan nilai-nilai moral, keadilan sosial, 

dan perdamaian. 

Namun, ada nuansa dalam pandangan ini. Beberapa tokoh gereja 

menekankan pentingnya gereja terlibat dalam isu-isu sosial dan moral yang 

relevan dengan politik, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, 

dan perjuangan melawan korupsi. Mereka melihat gereja sebagai agen 

perubahan yang dapat memengaruhi arus politik melalui advokasi dan 

pendidikan masyarakat. 

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat tentang sejauh mana gereja 

boleh memengaruhi keputusan politik atau mencalonkan anggota gereja 

dalam pemilihan umum. Beberapa tokoh gereja merasa bahwa gereja tidak 



 

 

10 
GEREJA, BAGAIMANA SEHARUSNYA? 

 
Berdasarkan pandangan beragam tokoh gereja dan politisi di Provinsi 

Riau yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merangkum beberapa elemen 

kunci yang menggambarkan bagaimana semestinya peranan gereja-gereja 

dalam politik, dan bagaimana mereka memaknai keberadaannya sebagai 

bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat 

dipisahkan dari politik. 

 

A. GEREJA PUNYA SIKAP YANG JELAS DALAM POLITIK 

Pandangan yang diungkapkan oleh Pendeta Rikson Sitorus, sebagai ketua 

PGPI Provinsi Riau, menggarisbawahi pentingnya pemahaman gereja tentang 

dinamika politik sebagai langkah awal dalam menjalankan peran gereja dalam 

politik.64  Dalam konteks ini, pemahaman politik bukan hanya mengenai 

struktur politik atau partai politik, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam 

tentang bagaimana kebijakan politik memengaruhi masyarakat secara 

langsung. Itu sebabnya beliau berkata bahwa gereja tidak boleh abu-abu 

dalam memberikan sikapnya terhadap politik. Harus jelas dan tegas kata 

beliau. 

Pandangan bahwa gereja cenderung tidak ingin terlibat dalam politik 

praktis adalah pandangan yang umumnya dianut oleh beberapa tokoh gereja, 

seperti pendeta Peter Sugiarto dan pendeta Adolf Marpaung. 65  Mereka 

menggarisbawahi bahwa fokus utama gereja seharusnya adalah pada 

pelayanan rohani dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pendeta 

Peter Sugiarto, sebagai pimpinan persekutuan Injili, menganggap bahwa 

gereja memiliki peran utama dalam memikirkan kesejahteraan masyarakat 

 
64 Wawancara dengan bapak pendeta Rikson Sitorus pada hari kamis, tanggal 03 

Nopember 2022 di Pekanbaru. 
65 Wawancara dengan pendeta Peter Sugiarto pada hari kamis, tanggal 03 Nopember 

2022 di Pekanbaru 
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PENUTUP 

 
Tulisan ini menunjukkan adanya variasi sikap dan pandangan di antara 

gereja-gereja di Provinsi Riau terkait politik. Pendeta Rikson Sitorus dan 

beberapa lainnya memandang politik sebagai bagian integral dari kehidupan 

masyarakat yang demokratis dan merasa bahwa gereja harus memiliki 

pemahaman politik yang baik untuk memberikan panduan moral yang sesuai. 

Di sisi lain, tokoh gereja seperti pendeta Peter Sugiarto dan pendeta Adolf 

Marpaung lebih berhati-hati terhadap politik praktis dan khawatir akan risiko 

penyalahgunaan politik yang dapat merusak citra gereja. Mereka lebih 

menekankan peran gereja dalam pelayanan moral dan etika, dengan fokus 

pada pemeliharaan integritas moral gereja. Terdapat pemahaman yang 

sejalan bahwa gereja harus menjaga integritas moral mereka. 

Gereja-gereja di Provinsi Riau telah melaksanakan sejumlah tindakan 

konkret untuk menunjukkan peran mereka sebagai bagian dari bangsa dan 

negara. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial, pelayanan kesejahteraan, dan 

membantu komunitas mereka. Gereja-gereja ini juga mempromosikan nilai-

nilai moral, kasih, dan kebenaran dalam masyarakat sebagai bagian dari 

pelayanan mereka. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen gereja dalam 

memainkan peran aktif dalam masyarakat. 

Gereja-gereja di Provinsi Riau memandang diri mereka sebagai bagian 

integral dari bangsa dan negara yang tidak dapat dipisahkan dari politik. 

Mereka memahami bahwa dalam sistem demokrasi, gereja akan 

diberdayakan oleh negara dalam proses politik. Terdapat pemahaman bahwa 

politik dan gereja adalah dua hal yang tak terpisahkan dan keduanya memiliki 

peran penting dalam proses demokrasi. Mereka berpandangan bahwa gereja 

harus memiliki pemahaman yang baik tentang politik untuk memengaruhi 

kebijakan dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik. 
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